LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT i BOGOR

Nomeor : 14 Th.1998. Seri:D

PERATURAN ‘DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR - 2 .TAHUN - 1998

TENTANG -~

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C CIAWI
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGHAT TI BOGOR

_DENGANVRAHMQT TUHAN Y&NG MAHN ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT1 BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ‘dalam . upava meningkatkan
pelayanan kesehatan kepada masydra-
kat telah djilakukan oenvesuajan
klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi -
melaluil Surat Keputusan Menteri
Kesehatar Nomar 009-D/MENKES/I/f1993
tentang Persetujuan Kelésv_'iRumah
Sakit Umum Daerah Ciawi milik
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Bogor: ' '

b. bahwa agar terdapat kejelasan me-
ngenai status hukum keberadaan pada
huruf a tersebut di atas, maka di-
pandang perlu menstapkan Pembentu-—

kan Rumah Sakit Umum Daerah Xelas C

Ciawi dengan Paeraturan Dasrah Ka-
bupaten Daerah Tingkat IT Bogor.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daeran Kabupa-
ten dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8);

N

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pckok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037):

3. Undang—undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Tndone-—
sia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041):

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992

~ tentang Kesehatan (lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara.Re-
publik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Kesehatan kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3Z47);



10.
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Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun

1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tzahun
1992 itentang Penvelenggaraan Otono-
mi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara ReoLb~
1ik Indonesia Nomor 3487);

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun
1991 tentang Unit~Swadana dan Tata
Carz Pengelolaan Keuangan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
51/MENKES/ SX/II/1979 tentang
Penetapan Kelas Rumah Sakit Peme-
rintah;

Keputusan Bersamz Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor
48/MENKES/SKB/T1/1988 dan Nomor 10
Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelak-
sanaan Paraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1987 tentang Penverahan
Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Kesehatan kepada Daerah;
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12.

13.

14._

15.

16._

17.

—4 -

Keputusan Menteri Negara Pendavagu-
naan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun
1990 tentang Pedoman dan Proses
Pembentukan atau Penvempurnaan
Kelembagaan di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat, Perwakilan Repub-
lik Indonesia di Luar Negeri dan
Pamerintah di Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas-Dinas Daarah:

Keputusan Menteri Kesehatan Repub-
lik "Indonesia Nomor 983/MENKES/
SK/11/92 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit:

Keputusan Menteri Dalam HNegeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengun-
dangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat
Tenggang Waktu Pengesahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri



19.

20.

21 .

)
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Nomor 22 Tahun 1994 tentang Padoman

Organisasi dan Tatz ¥arja Rumah
Sakit Umum Dasrah:

Keputusan Menteri Negarza Pendayagu-
naan Aparatur Negara Nomor 10&
Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasi Unit Pelaksana Teknis, Unit
Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah:

Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor O09-D/MENKES/I/1993 tentang
Persetujuan Kelas Rumah Sakit Umum
Daerah Ciawi Milik Pemerintah
Daerah Tingkat IT Bogor:

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomar 5 Tahun 1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor
22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun
1994 ;

Keputusan Gubernur Xepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 28 Tahun
1990 tentang Pedoman Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah
Tingkat IT di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat-

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ITI Bogor Nomar I/Ps_003



Menetapkan
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/DPRD/1977 tentang Tata Cara Mem-—
buat Peraturan Daerah dan Mener-
bitkan Lembaran Daerah:

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ITI Bogor Nomor VI/DPRD/
KS.023.2/VIT/1979 tentang Pemben-
tukan Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor; '

24 . Peraturan Daerah ¥Kahunaten Dzaerzh
Tingkat IT Bogor Nomor 1 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerakh
Tingkat II Bogor:

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT TITI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C CIAWT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IY BOGOR.

“"pPasal 1

Dengan Psraturan Daerzah ini
Sakit Umum Daerah Kelas C C
takan telah. dibentuk sesu

n
iawi dinva~
ai dengan

makza Rumah .



nyvziahan urusan di bidang kesehatan
bagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah MNomor 7 Tahun 1987 tentang
Panverahan Sebagian Urusan Pemerintahan

Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.

N
O]

)]

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah ditetapkan kemudian dengan
Paeraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka segala ketentuan yang mengatur hal
vang sama dan bertentangan dengan Pe-
raturan Daerah ini dinvatakan tidak
berlaku lagi. ’ ©

o2

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak
tanggal diundangkan” .
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Ditetapkan di - C T B I MO NG
pada tanggal : 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BOGOR,
TINGKAT II BOGOR
Ketua,
ttd ttd
H. ESO SUKARSO H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa
Barat dengan Surat Keputusan :

Nomot - 188.342/SK._765-Huk/98
Tanggal - 4 Juni 1998"
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Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT1 Bagor

Tanggal 11 Juni 1998
Nomor : 14
Seri - D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT TIT

B 0O G-0O
-

DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

F'embina Utama Muda
NIP. 480.048.428
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- Wakil Bupati
- Sekwilda ) "
. As Tata Praja

- Kabag Hukum
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Diundangkan dalam Lembaran Daesrah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bogor

Tanggal : 11 Juni 1998
Nomor = 14
Seri - D

SEKRETARTS WILAYAH/DAERAH TINGKAT IT

~_ BOGI,Q\RV.

~

DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048_428



